
BUPATI MESUJI 
PROVINSI LAMUNG 

PERATURAN BUPATI MSUJI 

NOMOR 0 'TAHUN 2022 

TENTANG 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MESUJI, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun .2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga 
Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya 
Tahun Anggaran 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi La.mpung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4933); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
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3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Jndonesia Nomor 6757); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

6. Peratu.ran Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2). 
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MENN'TAP'KAN 

MIMI'T'U'KAN; 

PERA'T'URAN HUA'T'I 'T'IN'TANK HARA A'TUAN POKOK 

KHA'TAN DAN ANALIHI} {HITANDAR HECLANJA 'IAHUN 

AN&KARAN 20 

AB I 
KI'TEN'T'UAN UMUM 

Paul I 

Dalam Peraturn upnti ini, yung dimuknud dengnn 

1, Dnerah ndnlnh Knbupnten Mcuji. 
2. Pemerintnh Duerh ndnlnh Pemerintnh Dncrnh Knbuputcn Mcsuji. 

3. Bupati ndalah Bupnti Mcsuji. 
4. Hargn Stunn Polok Kcgiutnun, sclanjutnyu disingkat HSPK adalah hrga 

komponcn kegintnn fisik/non fisik mclului nnulisis yang distandarkan 
untuk setinp jenis komponen kcgintun dcngan mcnggunakan Standar 
Satuan Harga barang/jasn scbagui clemen pcnyusunnyu. 

5. Analisis Standar Bclnjn, sclanjutnya disingkat ASB adalah Standar 
atau Penilainn kewajaran atas bcban kcrju dun biaya yang digunakan 
untuk melaksnnaknn suatu kcgiatan yang uakan dilaksanakan olch 

perangkat dnerah di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Mesuji untuk 
satu tahun anggaran. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur Pcrangkat Daerah pada pemerintah 
Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Dacrah, selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kcgiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah. 

8. Anggaran Pendaputan dan Bclanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang 
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah. 

9. Belanja Daerah, sclanjutnya discbut Bclanja adalah semua kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui scbagai pcngurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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MEMITTIAN; 

A'THAN [HIJA'TT 'TIEN'TANK HA(A HA'TUAN POKOK 

KIA'TAN DAN ANALIIS HTANDA& HELANJA 'TAHUN 

AN(KARAN ', 

AI 
KE'TEN'TUAN UMM 

nnl I 

Dalam Peratrn Duputi ini, yang dimnknud dennn' 
I, Daerah adulah Kabupaten Mentji, 
2. Pemerintnh Daernh lalah Pemerintnh Dacrnh Knbupaten Mcsuji. 

3. Bupati adulah Bupnti Meuji. 
4. Harga Satunn Pokok Kegintan, sclanjutnya disingkat HSPK adalah hrga 

komponen kegintnn fisik/non fisik melalui unulisis yang distandarkan 
untuk setinp jenis komponen kcgintnn dengan mcnggunakn Standar 
Satunn Hnrga bnrang/jasn scbagui clemen pcnyusunnya. 

5. Analisis Standar Belanja, selanjutnyn disingkat AS adalah Standar 
atau Penilainn kewajaran ntas bcban kerju dan biaya yang digunakan 
untuk melaksnnaknn sutu kegiatan yang ukan dilaksanakan olch 

perangkat dnerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk 

sat u tnhun anggaran, 
6. Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah 

Daerah yang melaksanakan urusan Pemcrintah Daerah. 
7, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Dacrah, sclanjutnya disingkat 

RKA Perangkat Dacrah adalah dokumen percncanaan dan 
pcnganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan Perangkat Dacrah serta rencana pembiayaan 
scbagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

8. Anggaran Pendapntan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana kcuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9, Belanja Daerah, sclanjutnya discbut Belanju adalah semua kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui scbagai pcngurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Praturan Bupati ini adulah : 

a. Komponcn HSPK dan ASB; 

b. Fungsi dan Rincian HSPK dan ASB; dan 

c. Tata Pengajuan HSPK dan ASB. 

Pasal 3 
Pcraturan ini dimaksudkan scbagai dasar/acuan pada belanja daerah untuk 
penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga 
suatu kcgiatan fisik/non fisik setiap satuannya di lingkup Pmerintah 
Daerah. 

Pasal 4 

Peraturan ini bertujuan untuk: 

d. Menentukan nilai dan koefi.sien komponen belanja atas anggaran 
yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Sub 
kegiatan, kegiatan dan program; 

e. Memberikan pedoman 

dalam 

penyusunan anggaran pada kegiatan 

perencanaan; 
f. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan sub 

kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian anggaran. 

BAB Ill 

HSPKDAN ASB 

Pasal 5 
(1) HSPK dan ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja 

atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Komponen HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Bupati ini, meliputi : 

a. Deskripsi; 
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BAB IL 
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasnl 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupnti ini adulah; 
a. Komponen HSPK dan ASB; 

b. Fungsi dan Rincinn HSPK dan ASB; dan 
c. Tata Pengajuan HSPK dan ASB. 

Pasal 3 

Peraturan ini dimaksudkan scbagai dasar/acuan pada belanja dacrah untuk 
penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga 
suatu kcgiatan fisik/non fisik setiap satuannya di lingkup Pmerintah 
Dacrah. 

Pasal 4 

Peraturan ini bertujuan untuk : 
d. Menentukan nilai dan koefisien komponen belanja atas anggaran 

yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Sub 
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e. Memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran pada kegiatan 
perencanaan; 

f. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan sub 

kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka perencanaan, 
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BAB III 
HSPK DAN ASB 

Pasal 5 
(l) HSPK dan ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja 

atau biaya sctiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2] HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini, 

(3) Komponen HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Bupati ini, meliputi; 

a. Deskripsi; 
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b. Pengendali Bclnnju; 
c. Satuan Pengendali Bclanjn Tetup; 

d. Satuan Pengendnli Bclanjn Vurinbel; 

c. Rumus Penghitunpnn Bclnju 'T'otnl; 
f. Batasun Alolkusi Objck Bclunja; dun 

g. Rentang Optimal. 

Pasal 6 

(1) Deskripsi scbagaimana dimaksud dalam Pasl 5 ayat () huruf n, 

merupakan penjclasan detail operasional peruntukn dnri ASB. 

(2) Pengendali Belanja scbagaimuna dimaksud dalam Pasal 5 nyat (3) huruf 
b, merupakan faktor-faktor yang mempcngaruhi bcsnr kccilny Bclanju 

dari suatu kegiatan. 
(3) Satuan Pengendali Belanja Tetap scbagaimann dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (3) huruf c mcrupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun targct 
kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Bclanja yang nilainya tctap 
tidak dipengaruhi olch adanya perubahan volume/target kinerja suatu 
kegiatan. Besarnya nilai Bclanja tctap sebagaimana dimaksud 
merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan. 

(4) Satuan Pengendali Belanja Variabel scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja 
untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi olch perubahan/ 
penambahan volume kegiatan. 

(5) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (3) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung 
besarnya Belanja total dari suatu kegiatan. 

(6) Batasan Alokasi Objek Belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat 3 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan. 
Proporsi scbagaimana dimaksud merupakan batas atas. 

(7) Rentang Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g 
merupakan nilai antara batas bawah dan batas atas, 

Pasal 7 
(1) HSPK dan ASB dapat dipcrgunakan untuk penyusunan RKA Perangkat 

Daerah. 

(2) Jenis HSPK dan ASB tercantum dalam lampiran pada Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 
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(2) Pengendali Belanja scbagaimuna dimaksud dalam Pasal 5 nyat (3) huruf 
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Pasal 5 ayat (3) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung 
besarnya Belanja total dari suatu kegiatan. 

(6) Batasan Alokasi Objek Belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat 3 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan. 
Proporsi scbagaimana dimaksud merupakan batas atas. 

(7) Rentang Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g 
merupakan nilai antara batas bawah dan batas atas, 

Pasal 7 
(1) HSPK dan ASB dapat dipcrgunakan untuk penyusunan RKA Perangkat 
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(2) Jenis HSPK dan ASB tercantum dalam lampiran pada Lampiran 
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Pasal 8 
(1) Apabila Perangkat Dacrah mengusulkan kegiatan yang belum 

ada/bclum diatur dcngan HSPK dan ASB ini, maka harus menyusun 
atas kegiatan yang diusulkan dcngan prinsip cfisien, efektif dan 
akuntabel untuk sclanjutnya dibahas dan disetujui olch Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga di lingkungan 
Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian 
indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah. 

BABV 

PENUTUP 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal / o±lo6er 92022 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal i8 oe/6er 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 
( 

SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 28 
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Pasal 8 
(1) Apabila Perangkat Dacrah mcngusulkan kegiatan yang belum 

ada/bclum diatur dengan HSPK dan ASB ini, maka harus menyusun 
atas kegiatan yang diusulkan dcngan prinsip cfisicn, efektif dan 
akuntabel untuk sclanjutnya dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga di lingkungan 
Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian 
indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah. 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji , 
pada tanggal /8 o±le6er 2022 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal 8 oelo6er 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 
« 

SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUI TAHUN 2022 NOMOR 08 
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X Pekerjaan Lantai 
I 

Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 
t=5 cm 

I -· 
- Semen @ 50 kg I 7,00 Zak 58.000 406.000 406.000 

- - 
- Pasir 1,44 M3 220.000 16.800 316.800 

... - 
- Pasir pasang (Timbunan 1,80 M3 220.000 396.000 396.000 

Ev. Lantai) I - - 
I 

X1 MCK 
.. 

- Tangki Septik dan !1 

Resapan : 
- Closet Jongk:ok 1,00 Unit 150.000 150.000 150.000 

- I - .. 
- Pipa Air Bersih 3/4"; 1,00 Btg 40.000 40.000 40.000 

1/2" - - 
- Pipa para lon 3" 2,00 Btg 90.000 180.00C 180.000 

: I - % 

- Pintu Kamar Mandi 1,00 Set 250.000 250.000 250.000 
Fiber - - 

- Kran 1,00 Bh 20.000 20.000 20.000 
- - 

.. 

XII Lain-lain 
- Paku 3,00 Kg 24.000 72.000 72.000 

- - 
- kawat ikat 3,48 Kg 25.000 86.990 86.990 

- - 
- baut 12x25 set 3,05 bh 20.000 61.000 61.000 

- - 
I 

XIII Upah Pekerja 
I 

- Upah Tukang 42,00 OH 100.000 4.200.000 4.200.000 Gotong 
Royong 

KPB 
JUMLAH 35.000.000 35.000.000 

... 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Dipindai dengan CamScanner 
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X Pekerjaan Lantai 
I 

Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 
t=5 cm 

I -· 
- Semen @ 50 kg 7,00 Zak 58.000 406.000 406.000 

- - 
- Pasir 1,44 M3 220.000 16.800 316.800 

- - - ' 

- Pasir pasang (Timbunan 1,80 M3 220.000 396.000 396.000 
Ev. Lantai) - - 

XI MCK 

- Tangki Septik dan 
Resapan : 

- Closet Jongkok 1,00 Unit 150.000 150.00C 150.000 
- - 

- Pipa Air Bersih 3/4"; 1,00 Btg 40.000 40.000 40.000 
1/2" - - 

- Pipa paralon 3" 2,00 Btg 90.000 180.000 180.000 
I - - 

- Pintu Kamar Mandi 1,00 Set 250.000 250.000 250.000 
Fiber - - 

- Kran 1,00 Bh 20.000 20.000 20.000 
- - 

XII Lain-lain 

- Paku 3,00 Kg 24.000 72.000 72.000 
- - 

- kawat ikat 3,48 Kg 25.000 86.990 86.990 .. - " 

- baut 12x25 set 3,05 bh 20.000 61.000 61.000 
- - 

XIII I Upah Pekerja I 

- Upah Tukang 42,00 OH 100.000 4.200.000 I 4.200.000 Gotong 
Royong 

KPB 
JUMLAH 35.000.000 35.000.000 

... 

PENJABAT BUPATI MESUil, 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

